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PENDAHULUAN

Perubahan format pemeriatzhan dacrab yang ditandmnya menguatnya peran
DPRL) sebagaimans diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tsh@ 2004 schagaj
pengganti Undang-lindang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Oaerab
memberikan wama baru dalam mewatjudkan penyelenggaman pemenintahan daerah
vang lebih demokretis. akuntabel. dengan menekankan prinsip pemcrataan, keadilan
dan menghormati keanekaragaman daerah,

Kondisi dati apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
memberiken pengaruh terhadap kinetia pemerintahan daerah pada level tertinge
seperti pada DPRD dan kepala daerah Salah san perubahao tersebut adalab
meleiakkan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah. Peagawasan
diartikan sebagai suaru bentuk tindakap penyesuaisn anwra rencana dengan ¢calisasi
yang dicapai.

Demikian juga Falnya dengan Kepals Daerah sebagai objek pengawasao oleh
DPRD. Sebagai titik sentral betjalannya coda pemerintahan pada tingkst daerah maka
keberadaan kepsla dacrah amat sangat fundaroemial bagi berjalannya otonomi dacrah
tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari filosofi di atas, maka €ugei Oewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas dasar ketentuan pasal-pasal yang terdapat di

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terutama yang mengatur kedudukan, hak,
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tugas dan kewenangan. kewajiban serta hubungan antata Dewan dengan Kepala
Daerah. Menuiut Thutiup Supama dalam Sadu Wasistiono dan Ondo Riyani “bahwa
fungsi DPRD dapat disimpulkan meliputi :

1. Fungsi Legislast,

2. tungsi Anggeran

3. Fungsi reknionen {pengkaderan).

4. Fungsi penyaluran aspirasi rakyat.!

Keempat fungsi tersebut di atas adalah rumusan normatif yang diharapkan
uatuk mewujudkan kinerja pemerinteh daerak secara optimal. Namuo pada tataren
implementasi kelima tungsi tecsshut sulit diwsjudken Beberapa faktor yang diduga
sehaeai penycbabnya adalah rendahnys sumber daya manusia dan k2siapan mental di
kslangan anggota Dewan. sedangkan fungsi Eksekutif merupaken kelanjutan atau
pelaksanaan fungsi legistatif inaka kinerja eksekutif secam langsung maupun tidak
langsung dipengaruhi Kinerja legislatif, Untuk itulah perlunya kinerja legislatif,
tennama  dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya, ekan
berpenpanuh tcrhadop semakin baik pula kinerja eksekutif di daerah.

Dakwn kontcks ncgary demokrasi dan negara hukum, kedudukan DPRD
mutiak harus memiliki kemandirian dan ‘“kekebalan” dan pengarvh-pengarub
kekuasaan lainaya, baik dani pihak eksekutif maupun pengaruh-pengaruh yang daseng

dan kelompok-kelompok penekan {pressure group). Jika DPRD tidek mampu mele-

! Sedu Wasistiono dan Ondo Riyani, Erika Hubangan Legislatif-Eksekutlf Dalam Rangka Pelaksanaan
oturomi daerah, Pusst Kajian Pemerintah Dactah, STPDN, Bandung, 2001, hal. 68.
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